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ABSTRAK

Korporasi atau yang dalam hal ini Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum
selain perseorangan, mempunyai hak dan kewajiban yang pada akhirnya dapat
menimbulkan suatu pertanggungjawaban dalam hal melakukan tindak pidana
penggelapan pajak. Direksi merupakan organ perseroan yang mempunyai
fungsi dan wewenang utama dalam melaksanakan tujuan dan tugas perseroan.
Lebih lanjut, direksi juga bertanggung jawab mewakili perseroan dalam segala
kegiatannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan penelitian dari
topik penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikirian mengenai
pertanggungjawaban korporasi oleh direksi yang melakukan tindak pidana
penggelapan pajak dan pertimbangan hakim atas kesalahan korporasi
berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 334/Pid.Sus/PN. Jkt.
Brt. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normative dengan melakukan kajian terhadap putusan, peraturan perundang -
undangan, dan teori yang berkaitan serta melakukan wawancara narasumber. .
Pertanggungjawaban koporasi dalam melakukan tindak pidana penggelapan
pajak memiliki sanksi yang bersifat kumulatif sanski pidana penjara dan denda.
Konsep pertanggungjawaban korporasi memiliki ikatan erat dengan mens rea
atau niat dari organ kepengurusan korporasi atau perseroan tersebut. Jika lebih
didalami, terdapat doktrin ultra vires yang memberikan penekanan pada
tindakan pengurus dari suatu perseroan diluar maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar (AD).

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pertanggungjawaban Korporasi, Penggelapan
Pajak.



ABSTRACT

Corporations or, in this case, limited liability companies, as legal entities
distinct from individuals, possess rights and obligations that ultimately may
result in accountability for engaging in the criminal act of tax evasion. The
board of directors constitutes the company's primary organ with functions and
authorities pivotal in fulfilling the corporation's objectives and duties.
Moreover, the board of directors is responsible for representing the corporation
in all its activities both within and outside the courtroom. The objective of this
research topic is to contribute thoughts regarding corporate accountability of
directors involved in tax evasion crimes and judicial considerations of
corporate wrongdoing based on the ruling of the District Court of Jakarta
Number 334/Pid.Sus/PN. Jkt. Brt. The research methodology employed in this
study is juridical-normative, entailing an analysis of rulings, legislative
regulations, relevant theories, and conducting interviews with sources.
Corporate accountability in committing tax evasion crimes carries cumulative
penalties involving imprisonment and fines. The concept of corporate
accountability is closely linked to mens rea or the intent of the corporate
management or board. Furthermore, an in-depth examination reveals the
doctrine of ultra vires, emphasizing actions by the management of a corporation
beyond its intended purpose and the business activities specified in the Articles
of Association (AD).

Key Words : Limited Liability Company, Corporate Responsibility, Tax Evasion
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